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- Pembentukon suni kota administrafif mempu-.
nyai lntar belakang yang berbedn-beda. Namun
pembeniukan teysebut perly mengacy kepada
pemenuhan. tuntutan: kebutuhan suaiu masyg-
rakat perkotaan. dan perkembangan ‘dacrah-
dacrah sekitarnya, Pemanfooton kota adminis-
fratif Depok sidek terlepas dori pengaivran den
pemanfoatan  tefa ruang, Hal ini menjodi
peniing “lagi. Earenn Depok juga berfungsi
sebagai  deecrah  resapan  aiy  untuk: ibukoia
Jakaria. Pembangunan yang fidak terkendali-
kan di Depok dapat berakibai faml baga wilg-
yah-wzlayak sekza‘amya e

Pendabhuluan - -

Kota Administratif Depok adalah sub urban dan merupakan daerah
penyangga bagi kota metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Didalam perspektif
perkembangan akan sangat terkait dengan kehadiran institusi-institusi baru
di lingkungan kota ddministratif Depok, hal mana dalam prospek jangka
panjang akan memberi arti penting terhadap peningkatan peran dan fungsi
depok selaku daerah penyangga terhadap berbagai aspek, baik aspek
geografis, kependudukan, sosial, budaya, tata ruang serta lingkungan
pemukirean dan sistem fransportasi terpadu.

Dalam rangka upaya pengembangan regional tersebut perlu dikembang-
kan pusat-pusat pertumbuhan baru secara terencana yang diarahkan unituk
meningkatkan perkembangan di daerah-daerah sekitarnya (Bogor, Tangge-
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rang, Bekasi), serta diharapkan pu§a memberikan: dampa%: posmf bagi kota
Jakarta dan sekztarnya o
Pusa‘i—pusat pertumbuhan yaug dzmaksua mempakan sam keterpaduan
antara daerah’ pemukmaan daerah’ industri dan daerah p@rdagangan dengan
dilenglkani sarana; prasarana yang diperlukan. Selanjutnva uniuk mencapai
sasaran pembangunan wilayah, perlu: pula suatu pola atau konsep terpadu
baik dalam menata perencanaan umum Tata Ruang Kota maupun mekapisme
pengendaliannya sehmgga pembangunan dan pengembangan wilayak kota
administratif Depok tidak akan merusak sumber daya alam dar lingkungan,
serta fungsx Depok sebagai daerah resapan air tidak terganggu oleh pesatnya
'Bembangunan wﬂavah Jabotabek (Jakarta, Bogor Tanggerang, \

Panjang yang. didasa:kan aias pendekatan wilayah pembangunan. Wﬁayah
pembanc'unan bukan merupakan wilayah administratif, melainkan merupakan
satuan-satuan wxiayah geografis tertentu yang dibatas oleh adanya kenyataan
yang menghendaki sirategi pembangunan yang khas,

Kf}ta ‘Administratif Depok termasuk dalam Wilayah Pembangunan HT!
yang mana. meilputi juga Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Sawangan,
B03 ong Gede dan Clmanggls dengan Pusat Pengembangaﬂ Kotz Administratif
Depck dan Kota Sekunder Parung. Wilayah ini dikembangkan sebagai dacrah
kawasan pengembangan holtikultura dataran rendah antara lain buah-buahan,
selain itu sebagai daerah resapan air diharapkan juga dapat berfungsi sebagai
penyangga urbanisasi ke DKI Jakarta, Kota pemukiman, pelayanan jasa dan
perdagangan serta kota pendidikan. Dalam pengembangannya sampai tabun
2005, Kota Administratif Depok mempunyai kondisi khusus yaitu merupa-
kan:

Pusat pengembangan di Kabupaten Dati I Bogor bagian Utara.
Pusat Pelayanan Tinggi di wilayah Jabotabek.

Tempat Pelayanan jasa bagian tengah wilayah Jabotabek

Pusat pemukiman yang bersih dan melayani DKI Jakarta (Dormmi-
tory Town)

oo o

Pembangunan kondisi khusus tersebui mempunyai implikasi terhadap sarana
dan prasarana sosial ekonomi yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan -
perkembangan penduduk.

'Rencana Umum Tatz Ruang Dacrah (RUTRDY) Kabupaten Dasrah Tingkat I Bogor, 1992,
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Bxsampmg it karen 2 D epok terletak di dasrah peresapan air tanah bagz RS

‘dagrah sebelah Utara dalam hal ini adalah DKI Jakarta, maka pemanfaatan' -
"wang kota harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. - :
- Kesaapan sarana dan prasarana di bidang transportasm. untuk memmjaﬂg §
. ﬁmgs: dan peran kota admmxstratlf
= B@pnk seiaku dacra.h penyangga perlu segera diwujudkan
:-Pcnatazm Jamngan Jalan, oo .
' ) ansportas; lokal dan Regmﬁa] - _—
alan. Iayang dlatas rei i{ereta ap; y&ng membe&ah

':--"Me_mpefh'a_tika._n.:.kebutuhan-ke‘i)utuhan tezsebu_t, bila dikaitkaa dengan
kondisi kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Bogor perlu segera berupays memecahkan permasalahan
antara 1am mencara banman~banman dana dan Pusat ataupun alternatif -
Eamﬁya : ; e [ AT :

'Dasa;r Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi Keia Administratif

* “'Kota "Administratif ‘terbentuk atas dasar pasal 72 ayat (4) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
Ayat (4) dimaksud menyatakan bahwa apabila dipandang periu sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangannya dalam wﬂayah Kabupaten dapat dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah.

Bila kita simak kata apabila dipandang periu darx ketentuan ayat (4)
tersehut maka tujuan pembentukan kota Administratif yaite untuk meningkat-
kan kegsatan penyelenggaraan pemerintah secara utama bagi pembinaan
wilayah seria merupakan sarana utama bagi pembinaan usaha peningkatan
laju pembangunan.

Persyaratan pembentukan kota administratif antara lain:®

1. Luas Wilayah,

2. Tingkat kepadatan penduduk.

3. Frekuensi kegiatan :

a. Pemerintahan

*Proyel Proposal Jalan Layang dan Pelebaran Jalan Dalam Rangka Penataan Transporiasi
Fota Administratif Depok. Bappeda Pemerintahan Dati I Bogor Tahun 1990,

*Soewarno Handayaninggrat, R. Hindratno, Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi,
Pemeriniah Dasrah, Kota dan Desa (Jakana: Guoung Agung, 1984). Hal. 70
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. b Pembangunan dan
= ¢, Kemasyarakatan :
4, Syarat»syax. at lain untuk terbmanya kestabilan pohﬁk demi kes aman
o -hangsa. S

Persyaratan tersebut fentu saja merupakan svafu syarat yang bersifat
umum, karena disamping itu setiap pembentukan kota administratif
mempunyai latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang
lainnya. Yang periu diperhatikan keberadaan kota admnistratif perlu
menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan layanan masyarakat perkotaan.

Kota administratif biagsanya dibentuk dengan meningkatkan status suatu
wilayah kecamatan dengan atau tanpa perubahan batas wilayah menjadi
wxlayah Fota administratif, dan ini ditetapkan dengan Peraturan ?emermtah

Peraturan Pemerintah menetapkan beberapa hal vaitu:* :

=a. - Pencakupan wilayah kecamatan lama.

b. Menentukan wilayah Kota Administratif yang batas wilayahnya dan

kecamatan lama.

c. Pembentukan beberapa wilayah kecamatan baru dalam wilayah kota

administratif vang baru dibentuk.

‘d.  Hika dianggap perlu pula menetapkan wilayah kecamatan yang

‘herbatasan. :

- Untuk - memperjelas pemahaman mengenal tugas Pemerintah Kota
Administratif, telah dirumuskan dengan jelas ketentuan mengenai tugas
Pokok Pemerintah Kota Administratif sebagai berikut :°

Pemerimah wilayah kota administratif mempunyai tugas pokok menyeleng-
garakan yrusan pemerintohan umum don sebagion tugas pemeriniahan
Kabuparen Daerah Tinghat I di wilavahnya, dalam rangka meningkarkan
peloyanan umum perkotaan, mengawasi kegintan pembangunan Xota,
pengembangan kehidupan masyarakat, don mendorong pertumibuhan
wilayah sekitarnva.

Kembali pada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
315 - 412 tahun 1989, maka dalam hubungannya dengan fungsi dari
pemerintahan wilayah kota administratif adalah:
a. Meningkatkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan

‘Sujamito, Perspekilf Otonomi Daerah (Fakaria: Rineka Cipta, 1990), hal. 140

*Peratusan Mentesi Dalam Negeri NO. 312 - 412 Tahun 1989 Pasal 2.



: _penyeienggaraan pemermtah pembangunan dan kemasyarakatan sesuai '
. -dengan perkembangan penduduk, sosial budaya dan kehidupan politik,
b. Mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan
*.*"perencanaan dan -pelaksanaan - pembangunan - kota - sesnai- dengan
- perkembangan ‘ekonomi, sosial budaya'dan perkotaan untuk secara
timbal = balik sahng mendukung perkembang&n kota dan wzlayah
i sekitarnyas ol i
S -M@nmgkatkan peiayanan terhadap masyara};at da]am rangka pemenuha&a _
" tuntutan dan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum sesuai dengan."
: "perkembangan kehndupan kota, == : E
d. Meningkatkan pemasukan pendapatan asli wxiayah das:rah serta menggah_...
potensi mengembangkan sumber-sumber pendapatan ashi wilayah daerah
di wilayahnya, dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II unfuk mengalokasnkan dana daerah bagi kepentmgan
‘pembangunan di wilayahnyva. - :
e. Menggerakan, mendorong dan membina masyarakat kota untuk
berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil-
“hasil pembangunan dalam wusahz meningkatkan kualitas imgkungan
~ . hidup dan kesejahteraan masyarakat kota -

Prospek dan Pengembangan Kota Administratif Depok

A. Landasan Hukom Terbenfuknya
Kota Adminisiratif Depok

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) MNo. 43 Tahun 1981 tentang
Pembentukan Kota Administratif Depok, telah ditentukan sebagai berikut
(Pasal 3):

(1) Wilayah Kota Administratif Depok meliputi :
A, Wilayah Kecamatan Depok yang terdiri dari desa desa :

01. Depok G7. Beji

02. Depok Jaya 08. Kemiri Muka
03. Pancoran Mas 09. Pondok Cina
4. Mampang 10. Kukusan

05. Rangkapan Jaya Baru 11, Tanah Baru
06. Rangkapan Jaya

B. Sebagian wilayah Kecamatan Cimanggis vang terdiri dari desa-
desa:
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- 01: Mekar Jaya - 03. Sulmaju Bam

02 Sukmajaya 04, Cisalak

caCr Sebagxan wilayah kecamatan cibinong vang terdiri dari desa-desa:

(2)
: _yang dimaksud dﬂlf,m pasal (1) hurui: B pasal ini:

3)

SR 1 ] “Kalibarn 0z2. Kahmulya

W; ayah kacanwtan Cimanggis dikurangi dengan desa-desa sebagaxmana

Sebaglan wxlayah kecamatan Czb:n{mg yang terdm dari desa-desa :

2001 Leuwinanggung; 03, Cilangkap;
02, Tapos; - 04. Cimpeun;
- dimasukan ke dalam wilayah kecamatan Cimanggis.

(4)

Wilayah kecamatan Cibinong dikurangi dengan desa-desa sebagaimana

.dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, ayat (3) pasal ini.

Sesual dengan maksud dan tujuan pembentukan kota administratif Depok

demi terwujudnya tertib administratif pemerintah, serta pembinaan wilayah
maka diadakan penataan kembali.

Dalam penataan kembali ditetapkan pembagian wilayah kota administra-

tif Depok menjadi tiga kecamatan dari 17 Desa sebagaimana diterapkan
dalam pasal 6 PP No. 43 tzhun 1981 sebagai berikut :

4.

Wilayah kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari :

1. Desa Depok 4, Dega Mampang

2. Desa Depok Jaya 5. Desa Rangkapan Jaya

3. Desa Pancoran Mas 6. Desa Rangkapan Jaya Baru

Wilayah kecamtan Beji terdiri dari :

1. Desa Beji 4. Desa Tanah Baru
2, Desa Kemiri Muka 5. Desa Kukusan

3. Desa Pondok Cina

Wilayah kecamatan Sukmajaya terdiri dari:
I. Desa Mekarjaya 4. Desa Cisalak

2. Desa Sukmajaya 5. Dresa Kalibaru
3. Desa Sukamaju 6. Desa Kalimulya

Sebagai catatan dalam perkembangan dewasa ini ada beberapa desa telah



: 2 bembah stamsnya menj adi k@}urahan berdasarikan Keputusan Menterz Dalam i -

Negeri No 140 - 502 teniang Penetapan%)esa _meajadl Kciumhan -

E Peﬁa%;sanaan ?embanguﬂan dz Wﬂayah

. "';P@lg dam Remana Pembaagunan

'-:Depok mempakan baglaﬁ ‘dari wﬂayah K.abupaten Daerah ngkat ﬁ
' .Bogor mempunyai iandasan/pola dasar pmpms: ?mgkdt 1 Jawa Barat: =~

da_n pola dasar Kabupaten Daerah ngkat I ‘Bogor. Kebgaksanaan;_;;__ N
 Umum ?emhangunan Jangka. Pdﬁj&ﬁg i%.abx,paten Daerah Tingkat I

Bogor mencaknp Depok di dalamnya, serta mempakan arzhan. dan_.*-'

kebijaksanaan pembangunan daerali. Pola umum daerah jangka panjang "
berisikan pemikiran-pemikiran dasar pembangunan janvka menengah
maupun. pendek dan merupakan zuahan untuk memngkatkan kehidupan
‘masyarakat - serta. kwahi;as Chidup. yang lebih baik, disamping itu -
merupakan pedoman bagi pe]aksanaan pembangunan di Daerah dan
arahan dalam penyusunan program tahunaﬁ

Rencana Pemanfaaian Ruang Kota
Pemanfaatan ruang kota administratif Depok tahun 2005 diharapkan
. tidak akan terlalu jauh berbeda ditinjau dari komposisinya dibandingkan -
dengan kondisi yang ada pada saat.ini, karena sistim yang dituju pada
tahun 2005 diharapkan akan lebih baik kondisi saat ini, yang akan
dilakukan melalui pengaturan alokasi pemanfaatan iata ruang. Adapun
beberapa strategi pengembangan tata ruang di kofa admmlsiratif Pepok
dapat dikemukakan sebagai berikut :

-a. - Membatasi. perkembangan - bagian utara administratif Depok
terhadap kegiatan perkotaan selain untuk Legiatan perkotaan selain
unfuk kegiatan yang menunjangnya. .

b.. . Membatasi perkembangan bagian selatan kota admzmstratif Depok

- untuk kegiatan perumahan maupun kegiatan perkotaannya.

¢. Mengarahkan perkembangan kota adminisiratif Depok ke arah
Timur dan Barat dengan batas perkembangan sebelah jalur jalan
-Arteri Primer Jakart-Cibinong-Bogor.

*Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor Permeriniah Kot Administrarf Depok, Buku Panduan
Kota Administrati{ Depok (Depok, 1991)
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'd. ‘Mengarahkan perkembangan kota administratif Depok ke arah
Semi Twin Cities yaitu : dua kota yang agak terpisah yang
dihubungkan oleh beberapa jalur arieri sekunder.

€. Menghindari perkembangan kota pada kawasan yang rawan
terhadap kescimbangan lingkungan. -~

C. Remam stfium Traﬂsp@masa 4

Mempertxmbangkan masalah perkembangan 1aiu lintas, potensi yang
dimiliki “dan “yang 2kan dihadapi maks untuk mencapai kemudahaan
pengarahan sistem transportasi sebagdx berikut :

“Pembatasan lalu lintas.

~‘Pengoptimalan dan penambahan jaringan dengan berbagai sistem.

Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum 3&1&11 raya.

":-'Menmgkatkan sarana dan prasarana angkutan kereta api.

- Memperhatikan masalah angkutan barang, perparkiran dan pendistribu-
sian.

o a0 o

D. Rencana Sisiem Jaringan Utilitas

a. Meningkatkan penyediaan air bersih.

b. Mengembangkan sistem jaringan drainase untuk mewujudkan lingkung-
‘an kota yang bebas banjir dan genangan air yang merugikan secara
ekonomi, sosial bagi masyarakat,

c. Meningkatkan perhatian dalam masalah sanitasi

d. Meningkatkan pelayanan masalah persampahan,

Selain rencana-rencana tersebut untuk pelestarian lingkungan telah mulai
dilaksanakan penertiban penataan bangunan dan pengaturan ketinggian
bangunan antara lain :*

- Untuk daerah dengan ketinggian maksimal 4 lantai atau 18 M adalah di
daerah sepanjang pinggir jalan arteri sekunder ke arah Jakarta dan Jalan
kolektor primer di dalam kota yang merupakan kawasan perdagangan
jasa dan perkantoran.

- Pembangunan secara terarah mengenai pemanfaatan air tanah dan
lingkungan kota.

"Walikota Depoek, "Seminar Schari tentang Depok di UI” Jakasta 3 Desember 1992,
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' fHambaﬁaﬁ-hambatan

; ]am

" memenuhi iuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara

'D:dalam pelaksanaannya masxh banyak permasaiahan yang dzhadapl antara

.-Masalah kema_mpuan anggaxan pembanvunan daerah beium dapat

4 _maks;mal hal ini sangat erat dengan kemampuan daerah.

' Dari segi }U;I‘ldiS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam- Neger: No 5
‘ _.:_.Tahun 1982 “tentang ketentuan - Mengenal ‘Kota<Kota Lain di Luar

" Wilayah Tbukota Negara, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota
Admlmstratlf dapat dibentuk. kelurahan; Bertitik tolak dari’ peraturan.
~ diatas maka organisasi pemermta.han tersebut langsung d;bawah camat

yang berada di kota Administratif Depok masih ada yang berstatus desa;
hal ini mengakibatkan permasalahan terhadap pemerintahan Kota
Administratif Depok dalam rangka menu;u pembangunan masyarakat
perkotaan,

¢. Dari Segi Aparat atau Personil .

Masih terbatasnya aparat di béberapa instansi di iingkungan kota
Administratit’ Depok sehingga menimbulkan terbatasnya kemampuan

 pelayanan atau “kurang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang

diperiukan.

* Penutup

.Tumbuh berkembangnya wilayah kota administratif Depok menuju

-pembangunan perkotaan menunjukan makin kompieksnya peranan dan

fungsi pemerintah di dalam pelaksanaan penvelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah atasan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dati {1
Bogor dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat selaku
pembina Kota Administratif Depok perlu terus menerus mendukung
dengan segala kemampuan yang ada agar pemerintah kota admxmstratlf
Depok lebih mampu melaksanakan fungsinya.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan kota admzmstratnf
Depok yakni untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan penye-
lenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna di
dalam usazha peningkatan Iaju pembangunan, maka diberikan dengan
jelas hak-hak dan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah daerah
atasannya sehingga kota administratif depok dapat mengembangkan
dirinya dan berpotensi sebagai pengaral, stimulator maupun penggerak
partrs;pasa masyarakat
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bangan wilayah kota admnistratif depok dalam rangka menuju suatu

sistem perencanaan pembangunan perkotaan harus diarahkan Lepdda

" tercapainnya tujuan sebagai berikut:
.. Meningkatkan mutu dan jumlab fasilitas pelayanan umum kota

_serta kemampuan adrnmmtram dan penge!olaan kota sesuai dengan
fungsi kota.

b _Pengelolaan huam}n kota admmmtrat;f Depk sesuax dengan sasaran

- yang ingin dlcapai yak,m pengembangan wilayah.

C'.:"":--Menuptdkdn :khm yanff dapat menun_]ang kegxdtan keg:atdn

. ¢konomi sosial budaya dan mendorong para pengusaha swasia
untuk turut bmpa;t:s;pas: daia"ﬂ pemb&ncrunan sesual dengan
) peraturan perundanv—undangan yang beriaku
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